
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR ,_~ TAHUN 2024 

TENTANG 

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2024 

Menirnbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan· 
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan · 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan 
Penetapan Bagii Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kepada Desa Tahun 2024; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

2. Undm1g-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan 
Ilir di Provinsi Sumatera Sdatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran 
Negar:3L Republik Indonesia Nomor 4347); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
de:ngan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetnpan Peratu.ran Pemerintah Pengge.nti Urtda.ng-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Unclang (Lembaran Negara Republik Indone~.ia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nou.oir 6856\ 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tcntang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran N~gara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
bcberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sadan Usaha Milik Desa 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N9mor 
6623); ' 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Pen1bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 ten tang Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Perat.uran Pemerintah Nomor 12 : Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

9. Ptn•i.trurun Pt.1tn1,Uin~h Nom~r· . li Tahl.lh :ilOiQ, ten,te,n1 
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Ta:..nbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111. Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091}; 
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11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah d.iubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Pera.tu.ran Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republ.ik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2020 Nomor 1496); 

15. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 12); 

1 7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Pe1nbentukan Majelis 
Pertimbangan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Kom'.ering Ulu Timur Tahun 
2011 Nomor 11); 

18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
2018 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 7 Tahun 2022 
tentan g Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering 
Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman. 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 47); 

19 . Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 
Tahun 2019 ten tang Pendelegasian Kewenangan Bupati 
dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
Anggaran · Pendapat~n dan Belanja Desa dan Rancangan 

Peraturan Cesa tc:ritang Perubahan Anggara:n Pendapatan 
dan Belanja Desa Kepada Carnat (Berita Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 85); 
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20. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 74 
Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang 
dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 74). 
21. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 66 

Tahun 2023 tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa, 
Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Pagu Aloka~i Bantuan 
Kcuangan Bersifat Khusus yang Bersumber dan Anggaran , 
Pendai.patan' dan Bclanja Daerah, dan Pagu Dana Desa 
Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Ogan 
Kome:ring Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 66). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASJAN 
DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH KEPADA DESA TA.HUN 2024. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

' Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah atlalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

4. Sekret:aris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur. 

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Des.a, yang 
selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan 
masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Kome:ring Ulu Timur. 

6 . Badan Pengelolaan Keuangs,n dan Aset Daerah, yang 
selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur. 

7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa y2.ng 
selanjutnya disebut Kepala Dinas PMD adalah Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyaraka.t dan Desa Kabupatcn Ogan 
Komering Ulu Timur. 

8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 
bagian wilayah dari daerah Kabupaten Ogan 1Komering Ulu 
Timur yang dipimpin oleh Camat Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur. 

9. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu 
tu.gas Bupati di wilayah Kecamatan. 
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10
_ Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adal~ kesatuan 

•: k t hukum yang memiliki batas w1layah yang 
masy..1ra a an 
ben,venang untuk mengatur dan mengurus urus 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa ma~::yarakat, hak asa1 usul, dan~ a;au 
hak t radisional yang diakui dan dihormati d~am sis em 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undan g--Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secar~ 
la ngsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bag1 
sebesa r-besarnya kemakmu ran rakyat. 

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungutan Oaerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pcrnberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau \ 
dibcrikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. 

13. Bagi basil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian 
dari pencrimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
yang diberikan kepada Pemerintah Desa tem1asuk 
tamba han bagi hasil pajak bumi dan bangunan. perDesaan 
dan perkotaan. 

14. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah alokasi 
yang dibagi secara proporsional kepada setiap Des8 .. 

15. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat A'/i' adalal1 
alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 
kesulitan geografis.. 

16. Peme:rintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
perne:rintahan d~n kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

1 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga. 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil del.ri penciud1.tk Dosa hlerdasarkan 1 

keterwakilan wUayah. dan ditetapkan secara d~mokratis. . 

19 . McJelis Pcrtimbangan Desa yang selanjutnya disingkat MPD 
atau yang disebut dengan nama lain adalah salah satu 
lembaga Desa yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah 
Desa, melaksanakan fungsi memberikan masukan kepada 
Kepala Desa dalam penyelesaian masalah - masalah yang 
ada di Desa. 
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20. ,Keuangan De~a adalah sennia hak dan kewajiban Desa yang 
<la.pat dinilai dengan uang serta segala sesuatu bcrupa uang 
dan ha.rang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak. dan 
kewajiban Desa. 

21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
Pelaporan dan Pertanggungjawahan Keuangan Desa. 

22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut 
RKPDes adalah Penjabaran dari Rencana · Pembangunan 
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

23 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 
APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pernerintahan 
Desa. 

24. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Re.kening Kas 
Desa. 

25 . Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening 
Kas Desa. 

26. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) 
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu 
dikembalikan oleh Desa. 

27 . Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan 
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 
akan diterima kembali oleh Desa. 

28. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kemba~i dan/ a tau pengeluaran yang ak.an diterima 
kembali, baik pada tahun anggar,an yang bersangkutan 
maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

29 . Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
selanjutnya disingkat PKJ'KD, adalah Kepala Desa atau 
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan Desa. 

30. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya 
disingkat PPKD, adalah perangkat Desa, yang melaksanakan 
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala 
Desa yang menguasakan se bagian kekuasaan PKPKD. 

31. Sekreta ris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan 
sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan 
tugas sebagai koordinator PPKD. 

32. Kepala urusan, yang selanjutnya disebut kaur, adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. 

33. Kepala seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai p€lak:sana teknis 
yan g menjalankan tugas PPKD. 
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34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, y.smg selanjutnya 
disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan 
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah clan Dewan Perwakila.1 Rak,Jat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

:1s . f?ek~ning Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat 
REUD, adalah Rekcning tcn1pat Penyimpanan Uang Daerah 
yang ditentukan oleh , Bupati untuk menampung seluru.h 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada Bank yang ditetapkan . 

. ?,6 . Rckening Kas ~ksa, yang sdanjutnya disingkat RKD adalah 
ternpa.t rncny~mpan uang Pemerintahan Desa yang 
menarnpung scluruh pencrimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening 
pada Bank yang ditetapkan dengan spesimcn tanda tangan 

I 

Kepala Desa dan Kaur Keuangan. 

37 . Sisa Lebih Perµitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SILPA adalah · selisih lebih realisasi penerhnaan dan 
pengelua:can anggaran selama 1 (satu) pcriode anggaran. · 

38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan 
anggaran ya~1g disediakan,. dan rencana penarikan dana 
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan br-rdasBrkan 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. 

39. Dokun'.l!en Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang 
selanj utnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat 
pen.1.bahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan 
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan 
dalam Perubahan APBDes dan/atau Perubahan Penjabaran 

I 

APBDes. 

40. Dokumcn Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya 
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, 
anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan 
lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun 
anggaran sebelumnya. 

4 l. Pengadaan Barang/ Jasa Desa yang selanjutnya disebut 
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik 
dila.kukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

42 . Rencana_ Anggaran Kas Desa yang selanJµtnya disebut RAK 
I 

Desa adalah doku1nc11 yang memuat arus kas masuk dan 
arus kas keluar yang digunakan mengatur Penarikan dana 
dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pcngcluaran 
berda3arkan DPA yang tdah disahkan oleh kepala Dcse-.. 

I 
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I 

13. Rencana Pcnggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD 
adalah Dokumeh yang memuat anggaran dan rencana 
pcnarikan dana dari Rekening Kas Desa untuk kegiatan 

setiap Tahap, per Sumberdana berdasarkan Rencana 
Anggaran Kas Desa. 

44. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN 
adalah clokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi 
atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor 
Transaksi Penerimaan Negara berupa kombinasi hun.if dan 
angka sebanyak 16 'digit. dan Nomor Transaksi Bank atau 
Nomor Transaksi Pos sebagai sarana administrasi lain yang 
kedudukannya disamakan dengan surat setoran. 

45. Surat Perrnintaan P,embayaran yang selanjutnya dii:.ingkat 
SPP adalah dokumen peng::~ua,.n untuk mendanai kegiatan 
pengadaan barang danjasa . 

46. Aparat Pcngawas Internal Per.nerinU;than yang 
dis ingka t APIP ada1ah Inspektorat daerah 
Ogan Komering Ulu Timur. 

Bagian ~edua 

Asas Pengelolaan '.Keuangan Desa 
Pa.sal 2 

selanjutnya 
kabupaten 

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, 
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tcrtih dan 
disiplin anggaran. 

(2) APBDes merupakan dasar pengelolaan, keuangan Desa dalam 
masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari 
sampai dengan tanggal 31 Desember. 

(3) Belanja Opcrasional Desa maksimal 30% (tiga puluh persen) 
dari tof.a1 anggaran belanja Desa yang tercantum dalam 
APBDes untuk Desa Definiti.f. 

Bagian Kedua 

Maksud, Tujuan dan Prinsip 
Pa.sal 3 

(1) Pemerintah Daerah memberikan Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi paerah kepaqa . Desa dengan 
maksud untuk mendukung i pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerin tahan Desa. 

(2) Tujuan diberikannya Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah adalah: 

a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan 
Pcmerintahan Desa sesuai kewenangannya; 
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b. m eningkatl<:an kemampuan lembaga kemasyarakatan 
Dcsa dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
m eningkatkan pemerataan pembangunan, pengendalian 
pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi 
Desa; 

c. kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan 
k esernpatan berusaha bagi masyarakat Desa; 

d . mendorong peningkatan swadaya gotong royong 
ma syarakat; dan 

e. meningkatkan kemandi.rian Desa. 

(3) Pri11sip Pengelolaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah meliputi: 

a. pengelolaan keuangan Penerimaan Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa 
dalrun APBDesa; · 

b. penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi 
secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa 
me1a1ui lembaga kemasyarakatan; 

c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan 
secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; clan 

d. penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah digunakan secara hemat, terarah dan 
terkendali. 

BAB II 

SUMBl~R DANA PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 
DAN RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 4 

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dengan Perhitungan 10% (sepuluh persen) .dari realisasi 
pencrimaan hasil pajak dacrah dan retribusi claerah setelah 
dikurangi realisasi penerimaan hasil retribusi pdayanan 
kesehatan. 

BAB III 
PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN BAGI HASIL 

PAJ A.K DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 5 

(1) Pencta pan i\.lokasi Pencri.maan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
l~etribusi Dacrah Tahun 2024 sebesar Rp. 5.165.944.000,­
(llma mHiar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus 
empat puluh empat ribu n1piah) yang terdiri dari Bagi basil 
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pajak Daerah sebesar Rp.4.719.944.000,-(empat milyar 

tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh 
empat 6bu rupiah) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar 
Rp.446.000.000,-(empat ratus empat puluh enam juta 
rupiah) untuk Desa Definitif dalam Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur. 

(2) Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) men1pakan 
alokasi sementara berd.asa.rkan rencana penerimaan hasil 
pajak daerah dan retribusi daerah setelah dikurangi 
realisasi penerimaan hasil retribusi pelayanan kesehatan 
pada /\.nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2024. 

(3) Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daen;ih definitif akan ditetapkan setelah memperhitungkan 
realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
setelah dikurangi realisasi penerimaan basil retribusi 
pelayanan kesehatan yang ditctapkan pada Bulan Januari 
Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati. 

(4) Dalam hal terdapat selisih kurang bayar dan/ atau lebih 
bayar penyaluran Bagi Basil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah terhadap alokasi semcntara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan alokasi definitif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati. 

(5) Pagu Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk 
AD dan AF. 

(6) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar 
93% (sembilan puluh tiga persen) dari jumlah Penerimaan 
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah keseluruhan 
setia.p Desa. 

(7) AF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar 
7% (tujuh persen) dari jumlah Penerimaan Bagi Basil Pajak 
Dacrah clan Retribusi Daerah keseluruhan berdasarkan 
realisa:si target PBB setiap Desa. 

Pasal 6 

(1) Pagu Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah untuk setiap Desa merupakan penjumlahan AD dan 
AF' masing-masing Desa. 

- - -----·-·--··--------------------, 
PHH setiap Desa = (AD masing-masing Desa + AF masing-masing Desa) 

AD ,~ Alokasi Dasar 
AP' == Alokasi Formula perdasarkan realisasi PBB per Desa 
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(2) Rumusan pagu Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dacrah dan 
Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa persiapan. 

(3) Ketentuan mengenai Penerimaan Bagi Hasil P~jak Daerah 
dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal pada ayat (1) tercantun1 pada 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Pcraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

(1) AD clan AF sebagaimana climaksud dalam Pasal 5 ayat (5) 
dibagi secara merata kepada 305 (tiga ratus lima) Desa. 

(2) AF unt.uk masing-mas~ng Desa sebagaimana dimaksud pada. 
ayat ( 1) dihitung dengan mempertimbangkan berdasarkan 
realisasi PBB per Desa. 

BAB IV 
PENYALURAN DAN PENCAIRAN PENERIMAAN BAGI HASIL 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Bagian Kesatu 
Tahapan Penyaluran 

Pasal 8 

Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari 
RKUD ke RKD. 

Pcnyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retrib 1si Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan: 
a. tahap I clan tahap II paling lambat bulan Juni; 
b. tahap III paling lambat bulan September; dan 
c. tahap IV paling lambat bulan Desember. 
Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah tahap I seb~gaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a dilaksanakan setelal1 Bupati m.elalui Camat 
menerirna Dokumen Peraturan Desa mengenai APBOes dari 
Kepala Desa secara lengkap, benar, cian sah. 
Camat menyampaikan Peraturan Desa mengenaj APBDes 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPKAD mdalui 
Kepala Dinas dalam bentuk dok1.1me·11 digital (f'OF). 
Penyalu ran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Dacrah dari RKUD ke RKD tahap II sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah Bupati 
melalui Camat menerima laporan realisasi Penggunaan 
Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah tahap I mclalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dari 
Kepala Desa. 
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(6) Camat menyampaikan arsip dokurnen Laporan realisasi 
Penggunaan Dana Penerirnaan Bagi Hasil Pajak Dae:rah dab 
Retribusi Daerah tahap I sebagairnana dimaksud pada ayat 
(5) kepada BPKAD melalui Dinas PMD dan Desa dalam 
bentuk dokumen digital (PDF). 

(7) Penya.Juran Penerima:an Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
I ' 

Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap III sebagaimana 
dimaksud pacla ayat (2) · huruf b dilaksanakan setelah Bupati 
melalui Camat menerima laporan realisasi Penggunaan 
Dana Pen~rimaan Bagi 1-Iasil Pajak Daerah · dan Retribusi 
DaeraJ:1 sampai dengan tahap II melalui Aplikasi Sistem 
Keuangan Desa dari Kepala Desa. 

(8) Cc:unat menyampaikan arsip dokumen Laporan rcalisasi 
Penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daer~h dan 
Reti-ibu si Daerah sampai dengan tahap II sebagaimana 
dirriaksud pada ayat (7) kepada BPKAD melalui Dinas PMD 
dan D t: sB dalarn bcntuk dokumen digital (PDF). 

I 

(9) Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribu si Daerah dari RKUD ke RKD Tahap IV sebagaimana. 
dirnak~n.id pada ayat (2) huruf c dilaksanakan setelah Bupati 
Melah.1i Ca mat menerima laporan realisasi penggunaan 
Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sampai dengan Tahap III melalui Aplikasi Sistem 
Keuangan Desa dari Kepala Desa. 

( 1 0) Ca mat 1nenyampajkan arsip dokumen laporan realisasi 
J>t':nggunaa n Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Re tribu ~,i Daerah Tahap III sebagaimana dimaksud pada 
ayat (9) kepada BPKAD melalui Dinas PMD dan Desa dalam 
bentuk dokumen digital (PDF). 

Bagian Kedua 

Persyaratan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah 

Pasal9 

( 1) Kepala Desa mengajukan pcrmohonan pencairan Penerimaan 
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerali untuk DPAL 
atau 'l'ahap 1 k~pada Supatl Cq. Oamat seeara lengkap, btnt\ftf 

dan sah berdasarkan Cek list Kelengkapan Dokumen daJam 

bentuk Dokumen Hard Copy pan/ a tau Doku1nen Digital 
(PDF) yang ditindaklanjuti dengan Cek list Kelengkapan 
Dokurnen da, ~ · .ea :. . -::Uin , rneliputi: 
a . surat pengan tar dari Kepala Desa; 

b. permohonan pencairan penerimaan Bagi -· HasiJ Pajak . 
Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa; 
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c. laporan realisasi penggunaan penerimaan Bagi Hasil Pajak 
Daerah clan Retribusi Daerah Tahap Akhir tahun 
scbelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; 

d. keputusan Kepala Desa t.entang Penggunaan Penerirnaan 

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah 
disahkan untuk tahun be1jalan, dengan melampirkan: 

l. ringkasan APBDes Penerimaan Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Tahun berjalan melalui 
Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan. 

2. rencana anggaran hiaya kegiatan Penerimaan Bagi 

Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 
berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa 

dengan melampirkan Perhitungan rencana an.ggaran · 
biaya fisik beserta rencana anggaran biaya Gambar 

(rencana anggaran biaya 2 - Kegiatan per sumber 
dana). 

e. RPD sesu~i Kode Rekening Kegiatan dan Belanja pada 
Sistem Keuangan Desa untuk anggaran lanjutan atau 
tahap I; 

f. surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa tentang 
Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah tahap Akhir tahun sebelurnnya, 
bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah); 

g. surat: pernyataan fakta integritas tanggung jawab mutlak 
penggunaan penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yang diterima, bermaterai Rp. 10.000 
(sepuluh ribu rupiah); 

· h. foto copy bukti bayqr pajak kegiatan yang diterbitkan 

oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan 
negara dengan teraan N omor Transaksi Penerimaan 
Negara clan Nomor Transaksi Bank atau Nomor 
Transaksi Pos tahap akhir tahun sebelumnya; 

i. foto copy bukti setor balik sisa dana tahap akhir tahun 
sebelumnya yang diterbitkan oleh bank Uika ada); 

j. foto copy Dokumen pertanggungjawa ban Desa tahap 

akhir tahun sebelumnya yang disampaikan kepada 
Camat melalui Kasi PMD kecamatan; 

k. surat kuasa pemindahbukuan rekening yang 
, ditandatangani oleh Kepala Desa; 
I , · , 
I L daftar Insentif M::: ;J per bulan yang ditandatangani Oleh 

l{epala Desa beserta Soft copy dalam bentuk excel; 

m. foto copy surat keputusan pengangkatan MPD; 
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n. lembar verifikasi dan kelengkapan berkas dari Desa 
untuk Permohonan Pencairan; 

o. surat pengantar dari Camat; 

p. surat permohonan pencairan Desa dari Camat; da.11 

q. Lembar Vcrifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari 

Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang di 
verifikasi Tim verifikasi Kecamatan. 

(2) Carnat menyampaikan arsip dokumen permohonan 
pencairan dari Kepala Desa beserta Dokumen Ceklist 
Kccamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
BPKAD melalui Kepala Dinas PMD. 

(1) Kepala; Desa 

Pasal 10 

mengajukan permohonan pencairan 
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Tahap . I atau Tahap II kepada Bupati Cq. Camat :secara 
lengkap, benar dan sah berdasarkan ceklist Kelcngkapan 
Ooku.rnen dal~m bentuk Dokumen Hard Copy dan/ atau 
Dokumen Digital (PDF) yang ditindaklanjuti dengan ceklist 
Kelengkapan IDokumen dari Kecamatan, meliputi: 

a. surat pengantar dari Kepala Desa: 
b . perrnohonan pencaira.n penerimaan Bagi Hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa; 
c. laporan realisasi penggunaan penerimaan Bagi Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap sebelumnya 
melalui Aplikasi Sistern Keuangan Desa; 

d. RPO sesuai Kade Rekening Kegiatan dan Belanja Pada 

Sistem Keuangan Desa untuk tahap 1/tahap II; 
e surat pernyataan tanggung jawab kepala Dcsa tentang 

penggunaan penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Hetribusi Daerah tahap sebelumnya, bennaterai Rp. 
l 0.000 (sepuluh ribu rupiah); 

f. Sltrat pernyataan fakta integritas tanggung jawab 
rnutlak penggunaan penerimaan Bagi Hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah diterima, bermaterai Rp. 

10.000 (sepuluh ribu rupiah); 
I 

g. fo tocopy bukti bayar pajak kegiatan ya,ng diterbitkan 
oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan 
negara dengan teraan Nomor Transak~i Penerimaan 
Negara clan Nomor Transaksi Bank atau Nomor 

Transaksi Pos tahap sebelumnya; 
h. foto copy bukti setor balik sisa dana ta.hap sebelumnyta 

cliterbitkan oleh bank. (jika ada). 
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1. foto copy dokumen pertanggungjawaban. Desa tahap 

sebelumnya yang disampaikan kepada Cainat melalui 
Kasi PMD kecamatan; 

J. surat kuasa pemindahbukuan rekening yang 
clitandatangani oleh Kepala Desa; 

k. daftar insentif MPD per bulan yang ditandatangani oleh 

Kepala Desa beserta Soft copy; 
1. foto copy Surat keputusan Pengangkatan MPD; 

m. lembar verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa 
untuk Permohonan Pencairan; 

n. surat pengantar dari Camat; 

o. Surat permohonan pencairan Desa dari Carn.at; dan 

p . Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari 
Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang di 

verifikasi tim verifikasi Kecamatan. 
(2) Camat menyampaikan ars1p dokumen permohonan 

pencairan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
I 

ayat (1) k<::pada BPKAD melalui Kepala PMD. 

Pas.al 11 

( 1) Ke pal a Desa mengajuk:an permohonan pencairan 
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Ta.hap II a.tau Tahap III kepada Bupati Cq. Carn.at secara 
len gka.p, benar dan sah berdasarkan Cek List Kelengkapan 
Dokumen dalam bentuk Dokumen Hard Copy dan/atau 
Dokumen Digital (PDF) dan ditindaklanjut.i dengan Ceklist 

Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan, meliputi: 

a. surat Pengantar dari Kepala Desa; 

b. permohonan pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak 
D:aerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa; 

c. laporan realisasi penggunaan penerimaan Bagi Basil 
P~~jak Daerah dan Retrib.usi Daerah tahap sebelumnya 
melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; 

d. RPD sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada 
Siskeudes untuk tahap II/tahap III; 

e. surat pernyataan tanggung jawab kepala Desa tentang 
Penggunaan Penerimaan Bagi .Haail Po.jak Os.E;ra.h d.an 
Ret.ribusi Daerah tahap sebelumnya, bermaterai Rp. 
10.000 (Sepuluh ribu rupiah); 

f. surat pernyataan fakta integritas tanggungjawab mutlak 
pcnggunaan penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah diterima, bermaterai Rp. 10.000 

(Sepuluh ribu rupiah); 
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g. fo tocopy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan 
oleh Bank/ Pos Persepsi atas transaksi penerimaan 
negara dengan teraan Nomor , Transaksi Penerimaan 

Negara dan Nomor Transaksi Bank atau Nomor 
Transaksi Pos tahap sebelumnya; 

h. fo t ocopy bukti setor balik sisa dana tahap sebelumnya 

diterbitkan oleh bank Uika ada). 
1. fot ocopy Dokumen pertanggungiawaban Desa Tahap 

sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui 
K.rni PMD kecamatan; 

J. su:rat kuasa pemindahbukuan rekening yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa; 

k. da:ftar insentif MPD per bulan yang ditandatangani oleh 
Kepala Desa; 

1. fo to copy Surat keputusan Pengangkatan Perangkat Desa 
clan Lem baga Desa; 

m. lei:nbar verifikasi dan kelengkapan berkas dari Desa 

untuk Permohonan Pencairan; 

n. surat pt:ngantar dari Camat; 

o . surat permohonan pencairan Desa dari Camat; dan 

p. lembar verifikasi dan kelengkapan berkas Desa dari 
Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang di 
verifikasi Tim Verifikasi Kecamatan. 

(2) Camat: rnenyampaikan arsip dokumen permohonan 
pencairan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Kepala BPKAD MeJ.alui Kepala. Dinas PMD. 

Pasal 12 

( 1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Peneri.rnaan 
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap III atau 
Tahap IV kepada Bupati Cq. Camat secara lengkap, benar 
dan sah berdasarkan Ceklist Kelengkapan Dokumen dalam 
bentuk Dokurnen Hard Copy dan/ atau Dokurnen Digital 
(PDF) dan ditindaklanjuti dengan Ceklist Kelengkapan 

Dokumen dari Kecamatan, meliputi: 

a. surat pengantar dari Kepala Desa; 

b. pe:rmahoruu1 penoairan penerimaan Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa.: 

c. laporan realisasi penggunaan penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah clan Retribusi Daerah tahap sebelumnya 
meialui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; 

d. RPO sesuai Kade Rekening Kegiatan dan Belanja Pada 
Sis tem Keuangan Desa untuk tahap III/tahap IV; 
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e. su rat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa tentang 
Pen ggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah tahap sebelumnya, bermaterai. Rp. 
10.000 (sepuluh ribu rupiah); 

f. surat pernyataan fakta integritas tanggung jawab mutlak 
pen ggunaan penerimaan Bagi I;Iasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah diterima, bermaterai Rp. 10.000 
(sepuluh ribu rupiah); 

g. fotocopy bukti bayar pajak kegiatan ¥ang diterbitkan 
oleh Bank/ Pos Persepsi atas transaksi penerimaan 
negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan 
Negara dan Nomor Transaksi Bank atau Nomor 
Transaksi Pos tahap sebelumnya; 

h. fctocopy bukti setorbalik sisa dana tahap sebelumnya 
dit:erbitkan oleh bank; 

1. foto copy Dokumen pertanggungjawaban Desa Tahap 
sebelumnya yang disampaikan kepada Carnal melalui 
Kasi PMD kecamatan; 

J. surat kuasa pemindahbukuan rekening yang 
dit:andatangani oleh Kepala Desa; 

k. daftar insentif MPD per bulan yang ditandatangani Oleh 
Kepala Desa beserta Soft copy; 

1. foto copy surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa 
dan Lembaga Desa; 

m. lembar verifikasi dan kelengkapan berkas dari Desa 
untuk Permohonan Pencairan; 

n. surat pengantar dari Camat; 

o. surat permohonan pencairan Desa dari Camat; dan 

p. lembar verifikasi dan kelengkapan berkas Desa dari 
Kecamatan untuk permohonan pencairan yang di 
verifikasi tim verifikasi Kecamatan. 

(5) Camat menyam:paikan arsip dokumen permohonan dari 
Kepala Dcsa pencairan sebi:l.gaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada Kepala BPKAD Melalui Kepala Dinas PMD. 

Pasal 13 

Ketentuan mengertai fo t titat permoho:µan pencairan beserta 
kelengkapa n dokumen sebagaimana dirnaksud dalan1 PasR1 9 

,, r 
sampai dengan Pasal 12 tercantu1n dalarn Lampiran II yang 
merupaka:n bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Bagian Ketiga 

Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah 

Pasal 14 

( 1) Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribuf:i Daerah 
digunakan untuk membiayai: 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 
MenDesak Desa. 

(2} A~mbfr~yaan 1)P..da bida ng scbagaimana dimaksud pada ayat 
(l) huruf ;:l sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang 
da n kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah 
dituangkan dalam RKP Desa. 

(3) Pembiayaan pada bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan 
kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan 
darurat dan menDesak yang terjadi di Desa. 

(4) Ketentuan mengenai Pembiayaan pada Bidang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III ye.ng 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. 

Pasal 15 

(1) Pembiayaan pa.da Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) b.uruf 
a dibagi dalam sub bidang: 

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan 
dan operasional pemerintahan Desa; 

b. sara na dan prasarana peme:rintahan Desa; 

c. udmtnistrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, 
dan lkearsipan; 

d . tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan 

t!•el1:t.t:1c:i.tru1; dan 
e. pertanahan. 

(2) Pembiayaan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud <la.lam Pasal 14 ayat (lJ huruf b 

dibag:i dalam sub bidang: 

a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
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c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. kawasan permukiman; 

e. kehutanan dan lingkungan hidup; 

f. perhubungan, komunikasi dan informatika; 

g. energi dan sumber daya mineral; dan 
h. pariwisata. 

(3) Pembiayaan pada bidang Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang: 

a. kete:m:raman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; 

b. kebudayaan dan keagamaan; 

c. kepemudaan dan olahraga; dan 

d. kelembagaan masyarakat; 

(4) Pembiayaan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d 
dibagi dalam sub bi dang : 

a .. kelautan dan perikanan; 

b . pertanian dan peternakar1; 

c. peningkatan kapasitas aparatur Desa; 
d . pernberdayaan perempuan, p~rlindungan i:mak dan 

keluarga; 

e. kopcrasi, usaha mikro kecil dan menengah; 

f. dukungan penanaman modal; dan 

g. perdagangan dan perindu.strian. 

(5) Pembiayaan pada Bidang Penanggulangan Bencana, 
Keadaan Darurat clan MenDesak Desa. sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub 
bidang: 

a. pen,anggulangan bencana; 
i 

b. keadaan darurat; dan 

c. keadaan menDesak. 

Pasal 16 

(1) Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana ~i.imalrnud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a 
digurnakan untuk Bidang ~enyelenggaraan , Pe1nerintahan 
Desa Sub Bidang Penyelenggar~an Belanja Siltap, tunjangan 
dan Operasional Pemerintahan Desa yang diprioritaskan 
untuk penyediaan insentif MPD. 

(2) Penyediaan insentif MPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puuh 
ribu rupiah) per bulan. 



-20-

(3) Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 
termasuk dalam penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 14 ayat ( 1) setelah mendapat persetujua.n Bupati 
mclalu i Camat. 

(4) Pener imaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(PBH} yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) dan (2) harus berdasarkan Musyawarah Rencana 
Pemb.ei.ngunan Desa. 

(5) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana climaksud 
pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan 
peratu ran Desa mengenai APBDesa. 

(6) Daftar Parameter rekening APBDes digunakan untuk 
m eregistrasi nomor rekening dan nama bank dimana uang 
kas Dcsa di tempatkan 

(7) Ketentuan mengenai daftar parameter rekening APBDes 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peratu ran Bupati ini. 

Pasal 17 

(1) Pemerintah Desa dalam Pdaksanaan kegiatan yang dibiayai 
daci Pcncrimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah bcrpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan 
oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari 
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah. 

(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga 
ahli di bidang pembangunan infrastruktur berasal dari: 

a. warga masyarakat Desa; 
b. organisasi perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi 

pembangunan infrastruktur; dan/ a tau 
c. tenaga pen damping profesional 

(3) Pclaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Penerimaan Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dlutamakan 
dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber 
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih · 
banyak mcnyet ap tehaga kerja dari masyarakat Desa 
setempat. 

(4) Pengadaan Barang clan jasa melalui swakelola sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim. Pengelola 
Kegiat:an yaag terdiri dari unsur Pemerintah Desa clan unsur 
lembaga kemasyarakatan Desa. 
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(5) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksu.d pada ayat (4) 
d itetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi : 

a.. q.itunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis 
pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap 
m ampu atau mengetahui teknis kegiatan/ pekerjaan; 

b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk. dari dinas 
teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau 
mandor); dan 

c. Setiap Lokasi 
I 

papan Proyek. 
Pelaksanaan Pekerjaan wajib memasang 

I 

Pasal 18 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah da.n Retribusi Daerah. 

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas 
penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 

(3) Penda:rnpingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 19 

(1) Insentif MPD diberikan kepada Lembaga Desa terhitung 
bulan Januari 2024. 

(2) Lembaga Desa yang diangkat sampai dengan tanggal 15 

bulan berjalan diberikan insentif penuh pada bulan 
bersangkutan. 

(3) Lembaga Desa yang diangkat setelah tanggal 15 bulan 
be1jalan, pemberian insentif lembaga terhitung mulai bulan 
berik1i;1tnya. 

(4) Lembaga Desa yang cuti dalam waktu 1 bulan atau lebih 
tidak diberikan insentif lembaga Desa pada bulan yg 
bersangkutan mengambil cuti. 

(5) Apabila jabatan lembaga Desa kosong, diberhentikan 
§t~.meint~r? dan/atau diberhentikan, mak.a insentif lembaga 
Oes,1 dapat elit\t.lihk~n unt uk t,ambahan Pene't-ima~ Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) bidang 
penyelenggaraan pemerintahan. 

(6) Insentif lembaga Desa yang tidak dapat dicairkan 
sebagaimana dimaksud ayat (5) dananya akan menjadi 

SII..,PA dan dianggarkan pad.a Perubahan APBDEs. 
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Pasal 20 

(1) Insentif MPD dihentikan karena yang bersangkutan: 

a. habis masa jabatan; 

b. meninggal dunia; atau 

c. diberhentikan; 

(2) Anggota MPD yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan Insentif sampai dengan bulan yang 
bersangkutan 'meninggal dunia. 

BAB III 

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian Kesatu 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 21 

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa 
dalam kepemilikan kek~yaan milik Desa yang dipisahkan. 

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l ), mempunyai tugas : 

a. m cnetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; 

b. menetapi<.an kebijakan ten.tang pengelolaan barang milik 
Desa; 

c. rnclakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
ata s beban APBDes; 

d. menetapkan PPKD; 

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 

f. menyetujui RAK Desa; clan 

g. menyetujui SPP. 

(3) Dala rn melaksanakan kekuasaan 
sebaga imana dimaksud pada ayat 
menguasakan sebagian kekuasaannya 
Desa sdaku PPKD. 

keuangan Desa 
(2), kepala Desa 
kepada perangkat 

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD 
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. 

Ba~;ian Kedua 

Pelak~a.na Pengelolaafi KeuangiU'l Deaa 
Pasal 22 

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) 

tercliri atas : 
a. Sekretaris Desa; 

b. Kaur clan Kasi; dan 

c. Kaur keuangan. 
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Pasal23 

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD. 

(2) Sekretaris Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas: 

a. mengoordinasikan pcnyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan APB Desa; 

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan 
rancangan 

1

perubahan APB Desa; 

c. mi::,ngoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 
Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan 
pcrtanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 

d .. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 
ke1.:>ala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan 
Perubahan Penjabaran APB Desa.; 

e. m engoordl nasikan tug:as perangkat Desa lain yang 
mcnjalankan tugas PP.KD; dan 

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa 
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa. 

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Sekretaris Desa mempunyai tugas ; 

a .. m elakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 

b .. me lakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
c. m e lakukan verifikasi terhadap ,bukti penerimaan d&n 

pengeluaran APB Desa. ' 

Pasal 24 

(1) Kaur clan Kasi sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 22 huruf 
b bertugas se bagai pelaksana kegiatan anggaran. 

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Kaur tata usaha dan umum; dan 

b. Kaur perencanaan. 

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Kasi pemerintahan; 

b. Kasi kesejahteraan; dan 

c. Kasi pelayanan. 
(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

rnempunyai tugas: 

a . m elakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
2 tas :::,,eba n 2 ::165 :c:r a n belanja sesuai bidang tugasnya; 

b. mela ksan ak an a nggaran kegiatan sesuai bidang 
tugasnya; 

c . mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
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d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang 
tugasnya; 

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia 
atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada. 
dalam bidang tugasnya; 

f. mcnyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesua.i bi<lang 
tu.gasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa. 

g. menyerahkan bukti dukung administrasi dan 
bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan 
material atas dana_ kegiatan yang dikelola; dan 

h. setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pelaksana 
kegiatan menyerahkan kegiatan kepada kepala Dcsa, 
dalam ben tuk beri ta acara serah terima kegia.tan. 

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggarc-tn sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
berdasarkan bidang tugas rnasing-masing dan ditetapkan 
dalan:.t RKP Desa. 

(6) Ketentuan mengenai format berita acara serah terima 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurnf h 
tercantum dalam Lampiran IV yang mernpakan bagian tidak 
tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 25 

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimak sud dalam Pasal 24 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim 
Pengclola Kegiatan yang melaksanakan kegiatan pengadaan 
uarang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat 
dilakukan sendiri. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur 
perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/ atau 
masyarakat, yang terdiri atas : 
a. ketua; 
b. sekretaris; dan 
c .. anggota. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 
pelaksana kewilayahan. 

(4) Pembcntukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diusu.lkan pada saat penyusunan RKP Desa. 

Pasal 26 

( 1) Kaur keuangan se bagaimana dimaksud daJam Pasal 22 
huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. 

{2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas: 

a. menyusun RAK Desa; dan 
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b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima 
menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan 
Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB 
Desa. 

(3} Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Desa. 

(4) Kas Tunai di Kaur Keuangan paling banyak Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk memenuhi 
operasional Pemerintah Desa. 

(5) Dalarn hal terdapat Sisa Dana pada kegiatan yang sudah 
d ilaksanakan Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
wajib mengembalikan sisa dana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) paling lama 1 (satu) bulan dari 
pencairan/ penarikan uang di Bank. 

(6) Kaur Keuangan wc~jib menatausahakan dan 
mernp,~rtanggungjawabkan Kegiatan paling lama 1 (satu) 
bulan dari pencairan/penarikan uang di Bank. 

Pa~;al 27 

( 1) Kaur da n kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan 
SPP dalam setiap pelaksa.naan kegiatan anggaran sesuai 
dengan pcriode yang tercantum dalam DPA dengan nominal 
sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. 

(2) Pengc~juan SPP wajib menyertaka.11 laporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

Pasa128 

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 untuk kegiatan 
pcngadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 
(sepuluh) hari kerja. 

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum 
dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, kaur dan 
k::::si pe!aksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan 
dana yang sudah diterima kepada kaur keuangan untuk 
disimpan dalarn kas Desa. 

(3) Raur keuangan mencatat pengelua.ran anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas 
umurn. 

(4) Kaur clan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan 
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) berupa bukti transaksi pernbayaran 

pengadaan barang/ jasa kepada sekretaris Desa. 
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(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi 
pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan 
anggaran yang disampaikan oleh kaur dan kasi pelaksana 
kegiatan anggaran. 

(6) Dalan~ hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran 
barang/ jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, 
kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran z:nengembalikan 
sisa uang ke kas Desa. 

Pa.sal 29 

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya 
dilaksanakan melalui penyedia barang/ jasa dilakukan 
setelah barang/ jasa diterima. 

(2) Pengajuan SPP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan : 

a. pernyataan tanggung jawab belanja; 
b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat. (Buku 

Material); 
c. dokumen Penawaran barang/ jasa; dan 
d. dokumentasi Foto. 

(3) Oalarn setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), sekretaris Desa wajib: 
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang 

diajukan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan 
anggaran; 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban 
APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran; 

c. n1cnguji ketersediaan dana untuk kegiatan dirnaksud; 
dan 

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh kaur 
dan kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai 
dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretads Desa. 

(5) Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesua, 
dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah 
mendapatkan persetujuan dari kepala Desa. 

Pasal 30 

Kaur da.n kasi pe1&ksar1111 kegiatan anggaran we.jib 
menyainpaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan 
dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari 
sejak seluruh kegiatan selesai. 
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Pasal 31 

(1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas 
Anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang 
perp::~jakan. 

(2J Kaur Keuangan sebagai perangkat Desa wajib memungut 
pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran 
kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud · pada ayat (2) 

meliputi pengeluaran kas Desa a.tas beban belanja pegawai, 
belanja barang/ jasa, dan belanja ~nodal. 

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan 
pajak yang dipungut sesuai dcngan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang dibuktikan dengan Nomor 
Transaksi Penerimaan Negara. 

(5) Kaur Keuangan mencatat penerimaan dan penyetoran Pajak 
kedalam buku kas pembantu pajak. 

Pasal 32 

RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang 
digunakan rncngatur penarikan dana dari rekening kas untuk 
mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan 
oleh kepala Desa. 

Pasal 33 

(1) Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya 
digunakan un tuk : 

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan 
lebih kecil daripada realisasi belanja; dan 

b. mendanai kegiatan yang belum selesai a.tau lanjutan. 

(2) SJLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan 
pendapatan dan/ ata.u penghematan belanja tahun 
sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan­
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes tahun 
anggaran berkenaan. 

(3) SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang 
belum selesai atau lanjutan seba.gaimana dimaksud pada 
ayat (.1) huruf b merupakan perhitungan rill dari anggaran 
da11 kegiatan yang harus diselesaikan pada ~un anggaran 
berikutnya. · 
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Bagian Ketiga 

Penatausahaan Penerimaan Bagi hasil Pajak 

dan Retribusi Daerah 

Pasal 34 

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan 
sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. 

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan 
pengeluaran dalam buku pembantu kas tunai dan buku kas 
umui:n. 

(3) Pencatatan pada buku pembantu kas tunai dan buku kas 
umui:n sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap 
akhir bulan secara tertib. 

(4) Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkai"1. U.'3.ng 
melalui laporan pertanggungjawaban, dan disampaikan 
setiap bulan kepada Kepala Desa paling lam bat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

(5) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum 
yang t.erdiri dari : 

a. buku kas umum. 

b. buku pembantu kas tunai 

c. buku pembantu bank. 

d. buku kas pembantu pajak. 

e. register SPP pengeluaran .. 

f. register kwitansi pembayaran. 

Pa.sal 35 

(1) Setiap belanja Desa atas beban Dana Penerima.an Bagi Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus di~ukung dengan 
bukti yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat 
dipcrtanggungjawabkan berdasarkan keben.aran materiil 
yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas yang n1engakibatkan be:ban keuangan 
Di::sa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan 
Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa. 

i 

(4) Pertanggungjawaban Keuangan Dana Penerin1aan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah yang 

disimpan/ diarsipkan di Desa berupa : 

a. rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana; 

b. kwitansi Pembayaran; 
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c. foto perkembangan kegiatan 0% (nol persen) 50% (Ii.ma 
puluh persen) dan 100% (seratus persen); 

d. data dukung berupa undangan rapat, beri,ta acara rapat. 
daftar hadir, SK Tim Pelaksana, SPPD, Surat Tugas, Nota 
pembelian, tanda terima Honor Kegiatan/ sejenisnya, 
Dokumen Penawaran Barang/jasa atau Lelang dan Surat 
Pesanan/Permintaan Ba.rang/jasa; 

e. rencana anggaran biaya ditandatangani oleh Pelaksana 
Keg:iatan, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan 
oleh Kepala Desa, (khusus RAB Gambar di tambahkan 
tanda tangan pembuat Gambar); dan 

f. Ber ita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan 
kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah 
Desa. 

(5) Kctentuan rnengenai rencana anggaran biaya dan berita 
acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dru1 huruf f 
tercantum dalam lampiran rv yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peratran Bupati ini. 

Pasal 36 

(1) Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukru1 berdasarkan 
RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. 

(2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang 
dilakukan secara swakelola dikeluarka.n oleh Kaur 
Keuangan kepada Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan 
Anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan setelah 
disetujui oleh Kepala Desa. 

(3) Pcngeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang 
dilakukan melalui penyediaan barang/ jas dikeluarkan oleh 
Kaur Kcuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA 
clan SPP yang diajukan oleh Kasi Pelaksana Kegiatan 
Anggaran dan disetujui oleh Kepala Desa. 

{4) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk be,lanja pegawai, 
dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan 
dikctahui oleh Kepala Desa. 

(5) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat. (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktika11 dengan 
kwitansi pengeluaran clan kwitansi penerimaan. 

(6) Kwitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditandatangani oleh Kaur Keuangan. 

(7) Kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

ditandatangani oleh penerin1a drum .. 
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Pasal 37 

(1) Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dilaporkan 
oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat 
tanggal 10 ( sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis 
ata.s laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l). 

' 
(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan 

analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (f) disampaikan 
kepada Kepala Desa untuk disetujui. 

Bagian keempat 

Pelaporan clan pertanggungjawaban 

Pasal 38 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes 
per triwulan dalam ben tuk hardcopy dan softcopy Database 

Aplikasi Sistem keuangan Desa kepada. C8Jr.!.fit melalui Kasi 
PMD untuk digabungkan paling lambat tanggal 10 bulan 
berikutnya untuk sclanjutnya disampaikan ke BPKAD 
rnelalui Dinas PMD untuk clikompilasi pada Sistcm Keuangn 
Desa level Kabupaten paling lambat tanggal 15 bulan 
berjalan. 

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes 
semester pertama kcpada Bupati melalui camat untuk 
sclanjutnya diserahkan kepada BPKAD melalui Kepala Dinas 
PMD. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: 

a. laporan pelaksanaan APBDes; dan 

b. laporan realisasi kegiatan 

(4) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dengan cara menggabungkan seluruh laporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling lambat 
minggu kedua bulan juli tahun berjalan. 

Pa.sal 39 

(1) Peme:rintah Desa penerima Penerimaan Bagi Hasi! Pajak 
Daerah dan Rctribusi Daerah bertanggungjawab penuh 
secara formil dan materiil atas penggunaan Penerimaan Bagi 
Basil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dit.erimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seba.gaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 

a . laporan realisasi Penggunaan Penerimaan Ba.gi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 
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b. surat pernyataan tanggung jawab yang menya.takan 
bahwa Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah clan Retribusi 
Dacrah yang cliterima telah cligunakan sesuai clengan 
rencana; 

c. foto keadaan 100% (seratus perseratus) untuk kegiatan 
yang bersifat fisik; dan 

d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan s&h sesuai 
ketentuan Peraturan Pernndang-undangan. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dan huruf b disampaikan kepacla Bupati cq. Camat 
dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen 
kepada kepala BPKAD melalui Kepala Dinas PMD 

(4) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c dan huruf d disimpan dan 
dipergunakan oleh penerima Bagi Hasil Pajak Daerah clan 
Retribusi Daerah selaku obyek pemeriksaan. 

Pasal 40 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
rcalisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir 
tahun anggaran, selanjutnya Cam.at menyampaikan arsip 
doku:men kepada BPKAD melalui Kepala Dinas PMD 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur disertakan berita 
acara musyawarah BPD. 

(2) Lapora_n pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat fl) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
akhir tah un anggaran be:rkenaan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disertai dengan : 
a. Laporan Keuangan terdiri dari : 

1. Laporan realisasi APBDes; dan 
2. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 

b. Laporan Realisasi Kegiatan; dan 
c Daftar program sektoral, program daerah da:n program 

lainnya yang masuk ke Desa. 
(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 

merupakan bagian dari laporan p~nyelenggaraan 
Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. 

Pasal 41 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 38 
dan Pasal 39 diinformasikan kepada masy~rakat melalui 
media informasi/Banner Informasi paling sedikit 4 ·Banner 
diantaranya: 
a banner APBDes Awal; 
b banner APBDes Perubahan Angga.ran ;Kegiatan. (PAK); 
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c ban ner Realisasi APBDes Semester Pertama; dan 
cl banner Realisasi APBDes Semester Kedua (Akhir tahun). 

(2) Informasi se bagaimana dimaksucl pacla aya.t ( 1) paling 
sedikit memuat: 
a. laporan realisasi APBDes; 
b. laporan realisasi kegiatan; 
c . kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana; 
d. sisa anggaran; clan 
e. alamat pengaduan. 

(3) Kt:tentuan mengenai media informasi/Banner informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal42 

Kaur Keuangan wajib memungut pajak PPn, PPh dan pajak 
lainnya, clan menyetorkan seluruh hasil pemungutan 
ke rekening pajak, terhadap pengeluaran kas Desa atas bcban 
belanja pegawai barang/jasa dan modal per kode rekening 
bela.nja/Kwitansi sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 43 

( 1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan 
keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
R.etribusi Daerah sesuai dengan ketentuan pengdolaan 
keua:ngan Desa. 

(2) Dokumen penatausahaan keuangan Dana Penerimaan Bagi 
Hasil Pajak Da.erah dan Retrihusi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ll) menjadi dokumen Desa yang 
disimpan di Desa. 

(3) PPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumcn 
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar 
penerimaan dan/atau pengeluaran atas; pelaksanaan 
kcua.ngan Dana Pencrimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) dan 
bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat 
yang timbul dari surat bukti dimaksud. 

Pa.sa.l 44 

( 1) Apabila Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan 
rencana anggaran biaya yang tertuang dalam Rencana 
Penggunaan Dana. pertahap pelaksanaan, dan/ ata.u terjadi 
selisih lebih, maka selisih lebih te::rsebut di,kembalikan kc 
kas Desa. 



- 33 -

(2) Seiisih lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dianggarkan kembali pad.a perubahan APBDesa tahun 
anggaran berjalan. 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian K~satu 

Un1um 

Pas.al 45 

Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan 
Pengelolaan Keuangan Dana Penerimaan Bagi. Hasil Pajak 
Dacrah dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan 
pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa 

Bagian Kedua 

Pembinaan 

Pasal 46 

(1) Dalam rangka pembinaan Dana Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditrngkat Daerah 
dibentuk Tim Monitoring dengan Keputusan Bupati. 

(2) Tugas Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan 
kebijakan tentang Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 

b. melakukan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring 
pelaksanaan seluruh Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah ; dan 

c. memberikan laporan basil pelaksanaan tugas kepada 
Bupati. 

(3) Dalan1 rangka pembinaan Dana Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditingkat Kecamatan 
dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dengan 
Keputusan Camat. 

(4) Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) terdiri dari : 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; dan 
c. Anggota 

(5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan 

Kepala Desa; 
b. memfasilitasi penyusunan Peraturan Kepala · Desa 

tentang Penjabaran APBDes; 
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c . mcmfasilitasi penatausahaan keuangan Desa; 

d .. melaksanakan sosialfoasi secara lu~s mengenai 
kebijakan, data dan informasi tentang Penerimaan Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan. Retribusi Daerah ;, 

e. mengevaluasi Pelaksanaan Dana Penerimaan Bagi Hasil 
Pc~jak Daerah dan Retribusi Daerah setia:i.:1 tahunnya; 

f. mengevaluasi APBDes; 
g. mengevaluasi Besaran Sub Belanja Desa; 
h. memonitoring Pengelolaan Dana Penerimaan Bagi Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tingkat Desa; 
1. melaporkan pelaksanaan Dana Penerimaan Bagi Hasil 

Pc\jak Daerah dan Retribusi Daerah; 
J. membuka layanan kontak pengaduan masyarakat; 
k. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan 

kepada Bupati; 

1. memfasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Dcsa; 
m. memfasilitasi Pengelolaan keuangai1 • Desa dan 

pendayagunaan aset Desa; 
n. memfasilitasi penerapan dan penega.Kan peraturan 

perundang-undangan; 
o. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan 

perangkat Desa; 
p. mcmfasilitasi Pelaksanaan Pemihhan Kepala Dcsa; 

q. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; 

r. mernfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi MPD; 
s. memfasilitasi singkronisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan pembangunan Desa; 
t. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan 

perDesaan; 
u. memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 
v. m emfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban 

lembaga kemasyarakatan; 
w. m emfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan 

partisi patif; 
x. m emfasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa 

de ngan pihak ketiga; 

y. rm:mfasilitasi penataan, 
pendayagunaan ruang Desa 
penegasan batas Desa; 

pemanfaatan, 
serta penetapan 

dan 
dan 

z. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan 
pemberdayaan masyarak:at Desa; 

aa. mcngkoordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; 
bb. mcngkoordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan 

perDesaan di wilayahnya 
cc. mcmfasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan 

Rl( P Desa; 
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dd. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan 
Rancangan APBDes; 

ee . memfasilitasi dan koordinasi dengan :dinas/instansi 
terkait untuk pengesahan Rencana Anggaran Biaya dan 
gambar kegiatan yang beresiko. 

Bagian Ketiga 
Pengawasan 

Pasal 47 

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi: 

a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dalam rangka 
meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ];>PKD dan tim 
pelaksanaan kegiatan; 

b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam 
rangka meningkatkan kinerja pemerintah Desa 
transparansi; 

c. pengawasan sebagaimana dimaksud poin a dan poin b 
kepala DesH membentuk tim Sertifikasi Fisik yang dibuat 
dengan Surat Keputusan Kepala Desa, sebelurn pelaksana 
kcgiatan menycrah terimakan kegiatan dimaksud kepada 
kepala Desa; 

d. pernbentukan Tim Sertifika.si Sebagaimana huruf (c) dapat 
terdiri dari : 

a. Pe:rangkat Desa; 

b. BPD; 

c. Kecamatan; 

d. Unsur TNI dan Unsur Polri; dan 
e. Tenaga Pendamping. 

e. form Hasil sertifikasi fisik t<::rtuang dalam lampiran IV; 

f. pengawasan di tingkat Desa dilakukan oleh Tim Evaluasi 
dan Monitoring Kecamatan dalam hal ini diketuai oleh 
Ca1nat , dilakukan dalam bentuk: 

a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait APBDes; 

b. evaluasi pengelolaan keuangan Desa dan as.et Desa; dan 
c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban 

APBDes. 
g. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Timur. 
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BAB VII 

SANKS! 
Pasal 48 

(1) Bupati melalui Camat menunda penyalurar; Dana 
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah clan Retribusi Daerah , 
dalam hal terdapat rekomenclasi dari aparat pengawas 
fungsional daerah terdapat potensi atau telah terjadi 
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana 
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah clan Retribusi Daerah. 

(2) Reko1nendasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat, 
Kepala Dinas Pcmberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum 
batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana climaksucl 
dalam Pasal 10. 

Pa:sal 49 

(1) Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas PMD menyalurkan 
kembali Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribu si Daerah yang ditunda dalam hal : 

a . dok umen persyaratan penyaluran sebaga.imana ciimaksucl 
dalam Pasal 48 ayat (1) telah diterima;dan/atau 

b.. tcrdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Dalarn hal penundaan penyaluran Dana Pener~maan Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 48 ayat ( 1) berlangsung sampai 
dengan berakhimya Tahun Anggaran, Dana Pene1-imaan 
Bagi Basil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat 
disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Daria Penerimaan 
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di RKUD. 

(3) Bupati melalui Camat memberitahukan kepada Kcpala Desa 
yang bersangkutan mengenai Dana Penerirnaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditunda 
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat f2) paling 
lambat akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan dan 
agar dianggarkan kembali dalam f?:!1£§:Il~Il i\PflQ~§E! T£1..hYn 
Anggara11 berikutfiya. 

(4) Bupat,i melalui BPKAD menganggarkan kembali sisa 
Pcnerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) dalam 
rancangan APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan 
keten tuan Peraturan Perundang-undangan. 
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Pasal 50 

( 1) Bupati melalui Camat melakukan pemotongan penyaluran 
Dana Penerimaan Bagi Basil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan 
penya!uran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daera.h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
ayat ( l ). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) dilakukan pada penyaluran Dana Penerimaan Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah T~un Anggaran 
berikutnya. 

BAB VIII 
KERUGIAN KEUANGAN 

Pasal 51 

( 1) Kepa.la Desa, Sekretaris Desa, pelaksana Kegiatan, 
Kaur Keuangan dan pihak yang terkait langsung dengan 
pclaksanaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah clan 
Rctribusi Daerah yang karena perbuat3.nnya melanggar 
hukum atau melalaikan kiewajiban yang dibebankan 
kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan Desa, 
wajib mengganti kerugian tersebut dan menye1orba1ikan 
kerugian Keuangan Desa ke RKD. 

(2) Kerugian Keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(3) Dalam hal kerugian keuangan Desa telah dilakukan 
pemeriksaan oleh APIP, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa 
yang ditetapkan/ ditunjuk oleh Bupati, dapat mengajukan 
permohonan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah tahap selanjutnya. 

(4) Laporan hasil pemeriksaan dari APIP menjadi pengganti 
laporan realisasi penggunaan Penerimaan B~gi Hasil Pajak 
Daerah clan Retribusi Daerah tahap sebelumnya. 

({)) Kepala Q~~a/Penjabat Kepala Desa melaporkan Realisasi 
Penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah tahap sebelumnya dengan melampirkan 
Surat keterangan temuan APIP sebagai salah satu syarat 
pengnjuan pencairan dana Penerim.aan Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah tahap berikutnya. 
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BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 52 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 1 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, 
Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah 
clan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Ogan Korr1ering 
Ulu Timur (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 1), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 52 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada t.anggal diund,mgkan. 

Agar setia.p orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Serita 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tin1ur. 

Ditetapkan di Martapura pa:: 2'9 811 AP'1
2 

2024 

BUPATI/" K6MERING ULU TIMUR 

I \ 

(_~ 
LANOSIN 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal ?,c, A/)1' IL 2024 

SEKRETARIS DAEHAH 

KABUPATEN OGAN KOMEH.ING ULU TIMUR , 

BERITA DAERAH KABUPi\T~N OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024 
NOMOR ~ 


